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NOMOR 38 2005 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI YANG MEMPEROLEH
KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang . a. bahwa untuk meningkatkan dan membantu
kegiatan partai politik sebagai lembaga demokrasi
baik fungsi, hak dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dipandang perlu untuk diberi bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Garut;
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Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005, bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh
Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4277);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan
dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan
BUPATI GARUT
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Garut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok
Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar
persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan
kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui
pemilihan umum.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah
lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk
menyelenggarakan Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Pelaksana Pemilu di
Kabupaten yang merupakan bagian dari KPU.



